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WALI KOTA BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT  

 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 

NOMOR 116 TAHUN  2020 

 

 
TENTANG 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BANJAR, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengujian 

kendaraan bermotor dan mendukung kebijakan peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pengujian 

kendaraan bermotor, sehingga pemerataan pembangunan dan 
kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan yang 

diharapkan;  

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi 
pengujian kendaraan bermotor sebagai pelaksanaan ketentuan 

Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan 

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi 

Pengujian Kendaraan Bermotor;  

c. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan 

perkembangan perekonomian dan optimalisasi 
penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di wilayah 

Kota Banjar dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor, menyatakan Perubahan tarif 

Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana di maksud pada 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota Banjar tentang Perubahan Tarif  Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4244); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5025); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014   tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5317); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan 
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5468); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016  tentang Jenis 

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku 
pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5884); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5594);  

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);  

12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 
2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti 

Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana telah 
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diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan 

Darat Nomor 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Pedoman 
Teknis Bukti Lulus Uji tentang Perubahan Atas Peraturan 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 
2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti 

Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor; 

13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Banjar 
Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Banjar Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah 
Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Banjar Nomor 8); 

14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Daerah Kota Banjar Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 39); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN TARIF 
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar. 

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. 

5. Dinas adalah Dinas yang menangani di bidang lalu lintas  
dan angkutan jalan. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani di 
bidang lalu lintas  dan angkutan jalan. 

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan 
pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan 
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bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

8. Numpang Uji Masuk adalah setiap kendaraan yang berasal 

dari luar daerah Kota Banjar yang akan melaksanakan 
pengujian kendaraan bermotor pada Kota Banjar 

berdasarkan surat Permohonan yang disertai dengan 
Rekomendasi dari daerah asal domisili. 

9. Numpang Uji Keluar adalah setiap kendaraan bermotor 
yang berasal dari Kota Banjar yang akan melaksanakan 
penguian kendaraan bermotor di kabupaten/kota lain 

dengan didasarkan kepada permohonan yang 
bersangkutan dan rekomendasi dari Dinas Perhubungan 

Kota Banjar Untuk Numpang Uji. 

10. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan 

orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) 
orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya 
tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 

11. Mobil Bus adalah kendaran bermotor memiliki tempat 
duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk 

pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu 
lima ratus) kilogram. 

12. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang 
sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.  

13. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut 

barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu 
sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan 

bermotor. 

14. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang 

yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya 
ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. 

15. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu 

kendaraan yang harus dipenuhi adar terjaminnya 
keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara 

dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di 
jalan. 

16. Uji Pertama adalah pemeriksaan yang pertama kali bagi 
kendaraan wajib uji yang baru atau kendaraan yang belum 
pernah di uji sama sekali. 

17. Uji Berkala/Periodik adalah pelaksanaan pemeriksaan 
kendaraan wajib uji untuk kedua kalinya atau berikutnya 

secara periodik. 

18. Mutasi masuk adala proses registrasi beserta proses 

pengujian kendaraan bermotor yang berasal dari daerah 
luar setelah bergantinya domisili/kepemilikan menjadi 
kendaraan bermotor wajib uji Kota Banjar. 

19. Mutasi Keluar adalah setiap kendaraan wajib uji daerah 
Kota Banjar yang pindah domisili keluar Kota Banjar. 

20. Kartu Uji adalah bukti tanda lulus uji berkala yang 
memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan 

bermotor dan identifikasi pemilik, spesefikasi teknis, hasil 
uji dan masa berlaku hasil uji. 

21. Uji Emisi Gas Buang adalah proses pemeriksaan atau 

pengukuran kandungan emisi gas buang kendaraan 
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bermotor terhadap kepekatan asap dan/sisa partikel yang 

terkandung dari proses pembakaran bahan bakar 
kendaraan bermotor dengan menggunakan alat uji emisi 

bai kendaraan bermotor berbahan bakar solar maupun 
kendaraan bermotor berbahan bakar bensin. 

 

BAB II 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  

 

Pasal 2 

Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana diatur 
dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 

Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor diubah, sehingga struktur dan 

besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah 
sebagai berikut: 

NO JENIS KETENTUAN BESARNYA TARIF 

1 Biaya Uji Baru Rp.  50.000,00 

2 Numpang Uji 
sebesar biaya uji 
berkala 

3 
Penggantian Buku Uji yang Hilang / 

Rusak  

Rp.150.000,00 

4 
Penggantian Tanda Uji yang Hilang / 
Rusak / keping 

Rp.           0,00 

5 Mutasi Keluar Daerah 
sebesar biaya uji 

berkala 

6 Biaya Uji Berkala   

 a. Administrasi Rp. 35.000,00 

 b. Buku Uji Rp.         0,00 

 c. Tanda Uji, bau, kawat, dan segel Rp.         0,00 

 d. Uji Emisi Gas Buang Rp. 20.000,00 

 
e. Pembuatan dan Pengecatan tanda 

samping 

Rp. 
        0,00 

 f. Jasa   

 1) Mobil Penumpang  Rp. 15.000,00 

 2) Mobil Bus / Barang    

 a) JBB sampai 0 – 5000 kg Rp. 15.000,00 

 b) JBB sampai 5001 – 8000 kg Rp. 17.500,00 

 c) JBB 8.001 – 15.000 kg Rp. 20.000,00 

 d) JBB > 15.000 kg Rp. 27.500,00 

 3) Traktor Head Rp. 22.500,00 

 4) Kereta Tempelan/ Gandeng Rp. 22.500,00 

7 Penilaian Kondisi   

 
a. Sepeda Motor Bak / Kereta 

Tempelan 
Rp. 40.000,00 

 b. Mobil Penumpang Rp. 80.000,00 

 c. Mobil Bus / Mobil Barang  Rp. 92.500,00 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP  

 

Pasal 3 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Banjar. 

 

 

Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 30 Desember 2020  

WALI KOTA BANJAR, 

 

ttd 

ADE UU SUKAESIH 

 

 

 

 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 30 Desember 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 

ttd 

ADE SETIANA  

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 116 

 

 

 

 

 

 


